Menimbang

Mengingat

FERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO
NOMOR :29 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN — BADAN DAERAH
EABUFPATEN PROBOLINGGD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGBO,

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelavanan
kepada masyarakat di ¥abupaten FProbolinggo secara
berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Undang—
undang MNomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
maka perlu menetapkan Hadan—badan Daerah Kabupaten

Probolinggo dengan FPeraturan Daerah.

i. Undang—undang Nomor 12 Tahun 1230 tentang
Pembentukan Daerah—daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Fropinsi Jawa Timur ;3

Z. Undang—undang Momor 22 Tahun 1999 tentang
Femerintahan Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Dasrah ;

4. Undang-—undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Ferubahan
atas Undang—undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang FPokok—
Fokok Kepsgawaian j

5. Peraturan Pemerintah HNomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Femerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom 3

&. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah




Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

-
=

7. Eeputusan Fresiden Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang—undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden.

Dengan perseiujiuan
DEWAN FERWAKILAN.RAKYAT DAERAH KARUFPATEN FROEOL INGGO

MEMUTUSEAN =

| Menetapkan : PERATURAN DAERAH KA&BUFPATEN FROBOL INGGO TENTANG

BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO.

BEAB I
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Daerah adalah Kabupaten Probolinggo ;

5

FPemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Probolinggo :

F. Bupati adalah Bupati Probolingogo ;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ;

3. Lembaga Teknis Daerah adzalah Organisasi / lembaga pada Femerintah
Daerah vang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan, vang dapat berbentuk badan dan
atau kantor ;

6. BRadan, adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunvai fungsi
koordinasi dan  perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi
pelayanan masvarakat.

BEABRBR II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Fasal 2
{1} Badan — badan Daerah Kabupaten merupakan unsur penuniang

Femerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala vang berada
di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sskretaris
Daerah :

Badan - badan Daerah Eabupaten mempunyal tugas membantu Bupati
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidangnya ;

Badan - badan Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

a. parumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnva :

b. pelayanan penunjang penvelenggaraan Pemerintahan Daerah.




-

Fasal 3

Badan - badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
dari :
a. Badan Pengawas ;:

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BARB III
TUBAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENGAWAS KABUFPATEN
Pasal 4
Badan Pengawas Kabupaten mempunyai tugas pokok membantu Bupati  untuk
menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap penvelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasvarakatan.

Pasal &

tUntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam FPasal 4,

Badan Pengawas Kabupaten mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan pada unit kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

b. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan bidang
pemerintahan, pembangunan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan
sosial serta pendapatan dan kekavaan ;

C. pelaksanaan pengujian serta penilaian kebenaran dari pelaksanaan
pekerjaan, hasil-hasil pekerjaan dan =egalsa dokumen serta
keterangan—keterangan lainnva vang berhubungan dengan pelaksanaan
tugas

d. pelaksanaan pengendalian terhadap aspek tugas pokok dan  fungsi,
sumber dava manusia, keuaﬁgan, sarana dan prasarana serta metode
keria i ]

e. pelaksanaan penguéutan kebenaran laporan atau pengaduan masvarakat
terhadap penvimpangan atau penvalahgunaan wewenang dalam bidang
pemerintahan, pembangunan aparatur, perekonomian dan keseiahteraan
=snsial serta pendapatan dan kekavaan i

. pelaksanaan koordinasi dan keria sama dengan instansi pengawas
lainnva 3

g. pengelolaan administrasi umum s

h. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Bupati.

BAERB IV
TUBAS POKOK DAN FURNGRSI
BADAN FERENCAMAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Fasal &
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam menetapkan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di

daerah serta mengadakan penilaian atas pelaksanaannya.




Fasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal &,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. penvusunan rencana pembangunan daerah

b. penyusunan program pembangunan daerah tahunan ;

c. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan
pembangunan 3

d. penvusunan rencana fAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

e. memonitor persiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana
pembangunan di daerah 3

f. pengelolaan administrasi umum 3

g. pelaksanaan tugas lain vang diberikan cleh Bupati.

Fasal B
Tugas pokok dan  fungsi para peijabat dibawah unsur pimpinan  akan

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Fasal 9
Bagan Susunan Organisasi Badan — badan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal I peraturan daerah ini sebagai berikut :

i. Badan Pengawas tersebut dalam lampiran I ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dalam lampiran II.

BEAEB V¥V

KETENTUAN PERAL IHAN

Fasal 10
EBadan dan Kantor vang dibentuk sebelum dan sesudah berlakunya Undang-—
undang Nomor 2ZZ Tahun 1992 tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampail
terbentuknya lembaga teknis baru/badan daerah berdasarkan peraturan

daerah ini.

Fasal 11
Hal-hal wvang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih laniut oleh Bupati.

BARB VI
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 12
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan yang mengatur

tentang Fembentukan Badan dan Kantor vyang ada di Eabupaten

Probolinggo dinyatakan tidak berlaku.




Fasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
figar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Frobolinggo.

Ditetapkap/ di Frobolinggo

Pada ta 9 NoPEMBFR. 3coo

MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Fabupaten Frobolinggo tahun 2000

Seri C pada tanggal Nomor 12/C

A.n. BUPATI PROBOL INGGO

Sekretaris Daerah

MUHADI SUYONO, SH

Fembina Utamz Muda

MIF. 510 040 414




11.

FENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR = 29 TAHUN 2000
TENTANG
BADAN-BADAN KARUFATEN PROBOLINGGO

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan Pemerintahan terutama dalam pelayvanan terhadap
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan prinsip otonomi daerah vang luas,
nyata dan bertanggung Jjawab, maka dipandang perlu melakukan
penataan organisasi dan tata kerja terhadap Badan dan Eantor vang
ada di integrasikan ke dalam Badan - badan Daerah Kabupaten
Probolinggo sesuai  dengan Undang — undang Nomor 22 Tahun 19979
tentang Pemerintahan Daerah juncto Feraturan Femerintah Nomor 84

Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 @ cukup ielas.




o BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAFRAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR H T TAHUN 2000
TANGGAL : 9 NoPeMBER- Sc00

KEPALA BADAN

T SEKRETARIAT
[
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL [ I 1
SUB BAG SUB BAG SUB BAG
UMUM KEUANGAN PERENCANAAN
f L 1 1
BIDANG PENDATAAN BIDANG BIDANG BIDANG
DAN LAPORAN EKONOMI SOSIAL BUDAYA FISIK DAN PRASARANA
sy mpmmaem— | e ] e | R
SUB BIDANG L] SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG
PENGUMPULAN DATA PERTANIAN = PENDIDIKAN, MENTAL H PENGAIRAN
SPIRITUAL DAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANG SUB BIDANG SUE BIDANG SUB BIDANG
4  ANALISA DAN. PENILAIAN H  INDUSTRI PERTAMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL - PERHUBUNGAN DAN
DAN ENERGI PARIWISATA
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG TATA
- DOKUMENTASI DAN . KOPERAST DAN = KEPENDUDUKAN L4 RUANG. SUMBER ALAM
PELAPORAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Keterangan :

= Garis Komando

BUPATI PROBOLINGGO

MURHADI




., 'BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS

LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 29 TAHUN 2000
EABUPATEN FROBOLINGGO TANGGAL : 9 rNopgMBse- 3oon
KEPALA BADAN
' | SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL : ;
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN PERENCANAAN & LAPORAN
BIDANG PEMERIKSA BIDANG PEVMIERIKSA BIDANG PEMERIKSA BIDANG PEMERIKSA
PEMERINTAHAN APARATUR PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL KEKAYAAN
i ———— Pl s | I ——
|| SUBBIDANG RIK BAN SUB BIDANG RIK BAN SUB BIDANG RIK BAN || SUB BIDANG RIK BAN
PEMERINTAHAN PEMBINAAN H PERTANIAN, INDUSTRI DAN PAJAK DAERAH
KETENTRAMAN, PERTAMBANGAN
SUB BIDANG RIK BAN G TIBAN DAN
u . KESATUAN BANGSA
PEMERINTAHAN SUB BIDANG RIK BAN L] su&'}ﬁﬁglmw ’
DESA/KELURAHAN PERHUBUNGAN, PENDAPATAN LAIN
SUB BIDANG RIK BAN PARIWISATA DAN :
SUB BIDANG RIK BAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN .
- PERTANAHAN KEPEGAWAIAN | | SUB BIDANG RIK BAN.
BUMD
SUB BIDANG RIK BAN
PENDIDIKAN DAN AGAMA
SUB BIDANG RIK BAN.
L PENGADAAN,
SUB BIDANG RIK BAN PEMELIHARAAN DAN
Keterangan : — KESEHATAN DAN PENGHAPUSAN
KEPENDUDUKAN
= GARIS KOMANDO
BUP, PROBOLINGGO

MURHADI




Menimbang

Mengingat

FEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PPy M e '\JN'\:'MN‘\-"\:'\!NNN‘\O’\JW'\OWW'\J A fe Py e A AT e

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGEQ
NOMOR : 29 TAHUN 2000
TENTANG
BANAN — RADAN DAERAH
KABUFATEN PROBOL INGGO

DENRAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RUPATI PROROLINGEO,

: Babhwa dalam rangksa meningkatkan kelancaran

penyelenggairaan pemerintahban, pembangunan‘dan pelayanan
kepada masyarakat di Kabﬁpaten Probnlinggo serara
berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Undang-
undang Nomor 22 Tahuﬁ 1999 tentang Femerintahan Daerah,
maka perlu meﬁetapkan Badan—badan Dagrah Kabupaten

Prnbnlingan dengan Peraturan Dasrah.

1. Undar —undang Nomor 12 Tahun 125G tentang
Fembentukan Darrah—daerah Kahupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa fimur 3

2. lindang-undang Nomor 22 Tahun 1999  tentanag
Femerintahan Dazrah j

=_ Undang-undang  Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Putat dan
Daesrah 3

A, lindang-undang Nomor 4% tahun 1999 tentang FPerubahan

atas Undann—undang Nomor g Tahun 1974 tentang Pokok—
Paokok kKepeoawaian j

5, Peraturan Femerintah Nomor Zz8 Tahuh 2000  tentana
Kewenangan Pemerintah dan Eewaznangan Fraopinsi
sehagai Daerah Ofonom 3 .

4. Peraturan FPemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tenteng

Pedoman (rganisasi perannkat Dasrab i



7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomar 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Ferundang—
undangan dan Bentuk . . Rancangan Undang—undang .
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAFRAH KABUPATEN FRORBROLINGGO

MEMUTUSKAN =

Menetapkén : PERATURAN DAERAH KARUFATEN FROROL. INGGO TENTANG

BADAN-RADAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO.

KEAR T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

i.
o
F
4.
i

Daerah adalah Kabupaten Frobplingago ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Frobolinggo ;

Hupati adalab Bupati Prnhnlinggn 3

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kahupaten‘Prnbnlinggu 5

Lemhaga Teknis Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah

. Daerah yang bertanggung jawab kepada Rupati dan membantu Bupati

(1)

dalam penyelengoaraan pemerintahan, yang dapat berbentuk badan dan
atau kantor ;

Badan , adalah 1emhaga Teknis Daerah yang mEmPpUNY a1 fungsi
koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan sertd fungsi

pelayanan masyarakat.

RAR II
KEDUDUKAM, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Badan -  badan Daerah Kabupaten merupakan unsur pentiniang

Pemerintah Daeral vang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Darrah ;

Badan - hadan Paerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati
dalam penyelenggaraén pemerintahan daerah dibidangnya j

Bararn - hadan Dasrah Kabupaten mempunyai fungsi @

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;

b. pelayanan penuniang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Fasal 3
Bazdan - badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
dari :
a. Badan Pengawas 3

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BEAERBR III
TUBAS POKOK DAN FUNBSI
BADAN PENGAWAS KARUPATEN
Fasal 4
Badan Pengawas Kabupaten mempunyai tugsas pokok membantu Bupati untuk
menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 9

tUntuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Badan Pengawas Kabupaten mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penetapan renrana pemeriksaan pada wnit kerja di
lingkungan FPemerintah Kabupaten Probolinggo ;

b. pelaksanaan pemeriksaan  terbeadap penyelenggaraan urusan  bidang
pemerintahan, pembangunan aparatur, perskonomian dan kesejahteraan
sosial serta pendaps c-n dan kekayaan ;

¢. pelaksanaan pengujian serta penilaian kebenaran dari| pelaksanaan
pekerjaan, hasil-hasil pekerjaan dan sepals dokumen serta
keterangan—keterangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan
tugas ;3

cl. pelaksanaan pengendalian terhadap aspek tugas pokok dan  fungsi,
sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana serta  asetode
keria 3 ‘

. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat
terhadap penyimpangan atau penyvalahgunaan wewenang fdalam  bidaig
pemerintahan, pembangunan aparatur, perekonomian dan keseiahteraan
sasial serta pendapatan dan kekayaan j

+. pelaksanaan koordinasi dan keria sama dengan  instansi  pengawas
lainnya 3 |

3. pengelolaan administrasi umum g

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Bupati.

B AR IV
TUGAS POKOK DAN FUNGBST
BADAN PERENCANAAN FPEMBANGLINAN DAERAIH
Fazal &
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam menetapkan kebijakan dibidang pierenicai<en pgembsngunan di

daerah serta mengadakan penilaian atas pelaksanaannya.



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok ssbagaimana dimaksud dalam Pasal &,

Badan Perencanaan Fembangunan Daerah mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana pembangunan daerah j

b. penyusunan program pembangunan daafah tabunan 3

c. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perepncanaan
pembangunan i

d. penyusunan rencana Anggaran FPendapatan dan Replanja Daerah 3

e. memonitor pErsiapan dan pengembangan pelaksanaan rencana
pembanaunan di daerah 3

f. pengelolaan administrasi umum 3

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan nleh Rupati.

Pasal B
Tugas pokok dan  fungsi para pejahat dibawah unswr pimpinan  akan

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rupati.

Fasal 9
Bagan Susunan Organisasi Badan - badan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 peraturan daerah ini sebagai berikut :

1. Radan Pengawas tersehut dalam lampiran I;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersehut dalam lampiran II.

BARBR V

KETENTUAN PERAL THAN

Fasal 10
Radan dan Kantor yang dibentuk sebelum dan sesudah berlakunya lindang—
undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas dan fungsi sanpai
terbentuknya lembaga teknis baru/badan daerah berdasarkan peraturan

daerah ini.

Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan dasrah ini sepanjiang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BEARBR VI
EETENTUAN PENUTUP
FPasal 12
Dengan herlakunya peraturan daerah ini, maka ketentuan yang mengatur
tentang Pembentukan Badan dan Kantor vyang ada di Kabupaten
Probolingge dinyatakan tidak berlaku. |



Pasal 13
Feraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

peraturan daerah  ini  dengan penempatannya dalam Lembaran DRaerah

Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Proholinggo
Pada tanggal % Nopember J000
RUPATI FROROL INGED
ttd

MURHADTI

Diundangkan dalam Lembaran Daesrah Kabupaten Probolinggo tanggal
9 Nopemher 2000 Nomor 19 Seri C.

An . BUPATI PRORBDL INGGD

Sekretaris Dasran

tid

MUHADT SUYOND,  SH

Fembina Utama Huda

NIP. S10 040 414

Disalin sesuai dengan aslinya @
An. BUPATI PROBOL INGGO

Sakretaris Daerah

Liks .

:ﬁ,\pﬁﬂw T 29,

o SE Al A o
\ e i ‘
e T ADI, SH

N ata Tingkat I



1.

PENJEL ASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO
NOMOR = 29 TaAHUN 2000
TENTANG
BADAN-BADAN KABUPATEN PROBOL INGGO

PEMIELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan FPemerintahan terutama dalam pelayanan terhadapg
masyarakat dan peslaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan

berhasil guna csesuai dengan prinsip otonomi daerah yang luas,

.nyata dan bertanggung Jawab, maka dipandang perlu melakukan

penataan nrganisasi dan tata kerja terhadap Badan dan Kantor yang
ada di integrasikan ke dalam Badan — badan Daerah Kabupaten
Probolinggo seswai  dengan lindang — undang Nomor 22 2 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 84

Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
PENIFELASAN FASAL. DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 = cukup jslas.




-

*

KABUPATEN PROBOLINGGO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS

LAMPIRAN | PERATCRAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 29 TAHUN 2000

f KEPALA BADAN

TANGGAL : 9 Nopemher 2000

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ; ] ,
SUB BAGIAN SUB BAEIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN PERENCANAAN & LAPORAN
BIDANG PEMERIKSA BIDANG PEVERIKSA BIDANG PEMERIKSA BIDANG PEMERIKSA
PEMERINTAHAN APARATUR PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL KEKAYAAN
SEEmme ] Emme s o Lo
SUB BIDANG RIK BAN SUB BIDANG RIK BAN SUB BIDANG RIK BAN | | SUB BIDANG RIK BAN
PEMERINTAHAN PEMBINAAN l1 PERTANIAN, INDUSTRI DAN PAJAK DAERAH
- KETENTRAMAN, PERTAMBANGAN
SUB BIDANG RIK BAN ] i
- KESATUAN BANGSA
DS T L SUB BIDANG RIK BAN | R s
e el PERHUBUNGAN, PENDAPATAN LAIN
SUB BIDANG-RIK BAN PARFVISATA DAN
SUB BIDANG RIK BAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN =
PERTANAHAN KEPEGAWAIAN | | SUB BIDANG RIK BAN.
BUMD
SCB BIDANG RIK BAN
PENDIDIKAN DAN AGAMA
SUB BIDANG RIK BAN.
= PENGADAAN,
SUB BIDANG RIK BAN PEMELIHARAAN DAN .,
KEtaanaan. 1 KESEHATAN DAN PENGBAPUSAN T
: KEPENDUPUKAN
= GARIS KOMANDO

BUPATI PROBOLINGGO
tid

MURHADI






